Digital Repository Universitas Jember

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Oleh :

RETNO HARJATMIKO

NIM : 000710101027

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG
PAJAK PENGUHASILAN (PPh)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN (PPh)

oleh

Retno Harjatmiko
NIM. 000710101027

Pembimbing,

LG.AN Dirgha,S.H.MLS.
NIP. 130532005

Pembantu Pembimbing,

L.B.Oka Ana,S. 1L M.M.
NIP. 131832297

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
LINIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTO

“Manusia makhluk yang terbaik rohaniah dan jasmaniah, tetapi mereka akan
dijadikan orang yang sangat rendah jika tidak beriman dan beramal saleh dan
Allah adalah Hakim Yang Maha Adil”

Surat AT THN. Al Qur'an dan Terjemahannya. Halaman 1075
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RINGKASAN

Penulisan skripsi imi benudul “KAJIAN YURIDIS PEENERAPAN
SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)”, im ditulis dengan
latar belakang bahwa banyaknya Wajib Pajak yang ndak patuh terhadap
pembayaran pajak. Hal ini disebabkan Wajb Pajak kurang mengerti Undang-
undang perpajakan, kelalaian Wajib Pajak, dan adanya unsur kesengajaan.

Permasalahan vang timbul atas penulisan im adalah 1) Bagaimana
penerapan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan, 2) Hambatan-hambatan
apa saja sehingga Wajib Pajak tidak mentaati kewajiban membayar pajak, 3)
Bagaimana cara mengatasi atau alternatif solusi agar Wajib Pajak segera melunasi
kewajiban membayar pajak.

Adapun tujuan khusus diadakan penelitian ini adalah untuk mengkan
mengenai  penerapan sanksi admimstrasi dalam bidang perpajakan dan mengkaji
dan untuk mengetahu hambatan- hambatan serta bagaimana solusi pemecahannya
agar Wajib Pajak memantaati kewajiban membayar pajak.

Metode pendekatan masalah im menggunakan pendckatan yuridis
normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap
peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yunsprudensi vang berhubungan
dengan permasalaban yang dikaji atau dibahas. Sumber bahan penelitian
mengpunakan dua sumber bahan, yaitu sumber bahan hukum pnmer dan sumber
bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi
literatur dan wawancara. Analisis data digunakan metode analisis data deskriprif
yang non statistik.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah 1) Bagi Wapb Pajak yang tidak
menyampaikan SPT setelah ditegur atau tidak , maka akan diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak secara jabatan (exofficto), ketetapan didasarkan pada penghasilan
yang diperkirakan dan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 50% dan
jumlah pajak vang ditctapkan. Kemungkinan lain yang dapat diterapkan terhadap
Wanb Pajak vang tidak memasukkan SPT, maka sanksi pidana 2) Jika SPT
setelah ditegur secara tertulis masih dimasukkan dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam surat teguran, maka sanksi vang dijatuhkan hanva ketentuan
pasal 13 ayat 3 huruf a UL No, 6 tahun 1983 berupa kenaikan 50% dan pajak
vang kurang atau tidak dibayar. 3) Masih banyaknya masyarakat sebagat Wanb
Pajak vang kurang mengetahui dan masih kesulitan dalam proses pemotongan
(cara perhitungan yang benar), pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan 4)
Hambatan terhadap pemungutan pajak terdapat 2 macam, yartu: Pertama,
Perlawanan pasif antara lain: perkembangan intelekiual dan moral masyarakat,
sistern perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tdak
dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, Kedua, Perlawanan aktf,
Perlawanan aktf’ meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindan pajak terdapat dua
macam bentuk antara lain . Jax avoidance, usaha menngankan beban pajak
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dengan tidak melanggar undang-undang, Jax evasion, usaha meringankan beban
pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak.

Saran yang dapat disumbangkan adalah 1) Perlu pemingkatan penyuluhan
tentang perpajakan kepada Wajib Pajak sedini mungkin schingga Wajib Pajak
paham akan kewajiban vang pada akhimya tidak akan melakukan penunggakan
dalam membayar pajak. 2) Dengan tarif yang rendah dan meluas, baik untuk pajak
penghasilan maupun pajak pertambahan nilai serta pajak-pajak lainnya,
diharapkan Wajib Pajak akan membeniahukan penghasilan serta peredaran
usahanya vang wajar dan layak.
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L PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia adalah pembangunan vang bertujuan untuk
mewujudkan suatu masvarakat adil dan merata materul dan spintual berdasarkan
Pancasila, di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat
dan berkedaulatan rakvat dalam suasana penkechidupan bangsa vang aman,
tentram, terib dan dinamis serta dalam pergaulan dunia vang merdeka.
bersahabat, terib  dan damai.  Pembangunan pasional hakikatnva adalah
pembangunan manusia Indonesia  seutuhnya dan  pembangunan  seluruh
masyarakal Indonesia

Hukum pajak (7ax Lew) yang juga disebut Hukum Fiskal merupakan
bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara
negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) vang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan
kewajiban perpajakan (Zain dan Kustadi Arinta, 199095)

Dalam perkembangan wapb pajak dan perolehan pajak harus benar-benar
diperhatikan oleh semua pihak, dalam hal ini dapat diketahw dan tabel di bawah
ini .

Pertumbuhan wapb pajak terdallar selama 4 (empat) tahun terakhir adalah
schagar berikut:

Perkembangan Wajib Pajak

" —

2

s’ | -J.-~_~1.-uu.--|.-|.--.1.7 vl MY :

c I} EREE——— T & 2001
m ! B {

a B Tl ® 2002
% [ 2003

PPh PPh PPh PPh PPh PPN [B2004
25P 25B 21 22 23

P = Pribadi B = Badan
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Penerimaan pajak yang diadministrasikan di Dircktorat Jenderal Pajak
selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagar berikut -

Perolehan Pajak
200 - R D e T e

ol 82002
— B2003

Miliar Rupish
— -
= ¢t
e o

(%3
=
L

=]
i

PFh PPn PBE* Cukai'* PP

*= PBB dan BPHTE, ** = CUKAI dan pajak lainnya,
*** = Pajak Perdagangan Intern

Sumber : www pajak.com

Sesual dengan tujuan hukum pada umumnya, maka tyuan hukum pajak
adalah “menciptakan adanya keadilan”™ dalam masalah vang menvangkut
pemungutan pajak. Asas keadilan ini merupakan prinsip yang harus dipegang
teguh, batk  dalam perundang-undangan maupun pelaksanaan, pemenuhan
kewajiban perpajakan. Dalam usaha mencan “apa™ dan “bagaimana” yang
dinamakan “adil” kita selalu terbentur pada kenyataan, bahwa pada hakikatnya
keadilan itu sangat relatif (Zain dan Kustad: Arinta, [990:95).

Secara umum, keadilan juga ditafsirkan sebagai keharusan adanya progresi
dalam struktur pajak. Pada prakteknya apabila diadakan penyusunan kembali atau
perubahan suatu struktur pajak, maka muncullah berbagar masalah vang tdak
dapat dihindarkan seperti konflik mengenar ukuran atau standart apa yang akan
diterapkan. Apabila masyarakal menginginkan suatu tingkat progresi yang tingg
karena pertimbangan keadilan, maka mungkin sekali akibatnya akan muncul
pengurangan-pengurangan yang berarti dalam tingkat tabungan, investasi dan
pertumbuhan ekonomi D1 samping itu syarat-syarat untuk  keadilan dalam
perpajakan, dapat pula mengakibatkan administrass dan pelaksanaannya semakin
rumit, sehingga meminggalkan  unsur  kesederhanaan serta  dilain  pihak
kemungkinan meningkatkan penghindaran dan penyelundupan pajak.

Untuk memungkinkan tercapainya suatu struktur yang legal agar
admimstrasi perpajakan tersebut efektif dan adil, hendaknya di dalam undang-
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undang pajak terdapat keseimbangan antara kekuasaan pemerintah melaksanakan
sistem perpajakan disatu pihak dan kekuasan rakyat untuk membatasi kewenangan
pemerintah, apabila pemerintah melampaui batas-batas yang telah ditentukan
dalam sistem tersebut.

Keseimbangan itu dapat tercapai suatu harapan apabila dalam sistem
perundang-undangan dicantumkan dengan jelas dan pasti hak-hak dan kewajiban-
kewajiban wajib pajak, seperti memberitahukan dan membayar pajak-pajaknya
sedang dilan pihak pemenntah juga dibeni kekuasan yang cukup untuk
menverifikasi dan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang tersebut secara
paksa dengan tetap berpegang kepada cfisiensi dan keadilan. Hendaknya disusun
peraturan-peraturan atau ketentuan-Ketentuan yang cukup luas yang termasuk
dalam sistem tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang menyangkut
petugas-petugas yang tidak jujur atau adil berkenaan dengan perselisihan-
perselisihan yang muncul antara pemenntah  dan wajib pajak serta untuk
melindungi wajib pajak terhadap tindakan-tindakan pemenntah yang melanggar
hukum.

Setiap permasalahan yang menyangkut administrasi perpajakan haruslah
dimulai dengan asumsi-nsumsi, baik yang menyangkut sikap dan tindakan aparat
pemernintah.

Asumsi-asumsi yang menvangkut sikap dan tindakan wapb pajak, antara lin .
8. Bahwa para Wajib Pajak selalu berusaha untuk membavar pajak vang terutang
sekecil mungkin, sepanjang hal 1tu dimungkinkan oleh Undang-undang pajak;
b Bahwa Wajib Pajak cenderung untuk menvelundupkan pajak, vaitu usaha-
usaha penghindaran pajak yang terhutang secara legal, sepanjang Wanb Pajak
tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa kemungkinan besar
mereka nidak akan ditangkap karenanya serta vakin pula bahwa rekan-
rekannya melakukan hal vang sama. Dewasa ini para Wajib Pajak tidak takut
akan ketetapan-ketetapan dan sanksi administrasi pajak, apalagi dengan situasi
dimana  kurangnya koordinasi antar nstansi pemenntab, kurangnva data
perpajakan, ditambah pula dengan kondisi dimana pihak fiscuslah yang harus
membuktkan ketidakbenaran Surat Pemberitahuan serta keyakinan bahwa
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segala sesuatu bisa diatur, oleh karcna itu wajib pajak berani menyerahkan
Surat Pemberitahuan yang tidak lengkap, neraca dan rugi/laba yang tidak
benar. serta buku-buku dan bukti-bukti pembukuan yang dipalsukan (Zain dan
Kustadi Annta ,1990:95).
Sedang asumsi-asumsi yang menyangkut sikap dan tindakan aparat pajak,
adalah -

a. bahwa administrator pajak memiliki keengganan vang mendasar untuk
meninjau  kembali kesalahan-kesalahan vang terdapat dalam Kkeputusan-
keputusan yang dibuatnya sendirt,

b. bahwa aparat pajak sening bertindak berlebih-lebihan, melebihi fungsi yang
diberikan kepadanya,

Lrd

hahwa aparal pajak sering gagal melaksanakan tugas vang dibebankan
kepadanya akibat dari kemalasan atau kelambanan atau penyalahgunaan
jabatan (Zain dan Kustadi Aninta ,1990:99),

Kecenderungan-kecenderungan tersebut dalam asumsi-asumsi tersebut diatas
akan dapat diperbaiki dan menjadi seimbang, apabila di dalam undang-undang
pajak atau peraturan-peraturan pajak lainnya tercantum dengan tegas mengenal
hak-hak, kewajiban-kewajiban dan sanksi-sanksi, baik menyangkut Wayb Pajak
maupun aparat pajak, disamping usaha-usaha untuk menutupi lubang-lubang yang
mungkin akan digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran atay
penvelundupan pajak disatu phak dan menyalahgunakan wewenang olch aparat
pajak di lain prhak.

Dari latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan
tersebut  dalam  sknipsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS PENERAFPAN
SANKSI ADMINISTRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dar tujuan penulisan dan pembahasan yang ndak
fokus serta terlalu meluas, maka diperlukan adanya ruang hngkup sebagai
pembatasan pada permasalahan vang nkan dibahas.
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Kupasan skripsi akan dibatasi tentang Pencrepan Sanksi Admimistrasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas

diramuskan sebagai benkut |

|

2

Bagaimana penerapan administrasi dalam bidang perpajakan ?

_ Hambatan-hambatan apa saja sehingea Wajib Pajak tidak mentaati kewajiban

membayar pajak 7
Bagaimana cara mcngatasi atan alternatif’ solusi agar Wanb Pajak segera

melunasi kewajiban membayar pajak ?

1.4 Tujuan Penulisan

penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai benkut

1.4.1 Tujuan Umum

i,

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akadenus yang bersifat
mutlak, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas  Hukum
Umversitas Jember;

Sebagai upaya untuk melatih serta membandingkan antara teon vyang
diperoleh dalam perkuhiahan dengan prakick dalam masyarakat, sehingga
dapat memperluas cakrawala 1lmu pengetahuan yang sckaligus dapat disajikan
dalam bentuk sknps,

Untuk bahan informasi dan referensi bagi setiap orang yang membutuhkan
dan untuk melengkapi perbendaharaan kepustakaan dirvang baca Fakulias
Hukum Universitas Jember

142 Tujuan Khusus

a

b.

Untuk mengetahui penerapan administrasi dalam bidang perpajakan,
Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja sehingga Wapb Pajak ndak
mentaati kewajiban membayar pajak,
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¢. Untuk mengetahui Bagaimana cara mengatasi atau alternatif solusi agar Wapb

Pajak segera melunasi kewajiban membayar pajak.

1.5 Metodologi

Guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, termasuk skripsi i, maka
diperlukan suatu caraatau metodologi, baik dalam proses pengumpulan bahan
maupun dalam menganalisa permasalahan dan memudahkan perumusan suatu
kesimpulan atau memerikasa suatu kebenaran pernyataan - “Metode mengandung
aspek prosedural kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang
digunakan untuk mengumpulkan maupun mengolah bahan guna memperolch
jawaban atas pernyatan yang tersirat dalam masalah™ (Widyaprakosa, 1997:16),
1.5.1 Pendekatan Masalah

Schubungan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, maka
pendekatan masalah sangat diperlukan dalam menyusun tulisan ini agar
mendapatkan hasil yang benar. Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian
terhadap peraturan perundang-undangan, teort hukum dan yunisprudensi yang
berhubungan dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas (Soemitro, 1998:10)

1.5.2 Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripst im
adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.
a. Bahan Hukom Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum vang diperoleh
dengan mengadakan penelitian dilapangan untuk mendapatkan bahan yang aktual,
yaitu dengan cara wawancara dengan pihak vang terkan di pihak Kantor
Pelavanan Pajak Cabang Jember.
b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sckunder adalah sumber bahan hukum yang
diperoleh dari  berbagai sumber kepustakaan, yaitu peraturan  perundang-
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undangan, buku-buku dan bacaan lain yang secara umum mengatur dan

berhubungan erat dengan pembahasan skripsi ini.

1.53 Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data vang dipergunakan dalam penelitian im adalah -
a. Stuch Lateratur

Merupakan metode pengumpulan data vang diperolch dari literatur, pendapat
para ahli, brosur, dokumen, dafiar pustaka dan peraturan perundang-undangan
vang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
b Studi Lapangan

Metode im dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan Ibu Emi
sebagai Staf Karvawan Kantor Pelayanan Pajak Cabang Jember.

1.5.4 Analisis Data

Penulisan menganalisa bahan dan hasil studi dan penelitan yang sudah
terkumpul dengan menggunakan metode analisa data deskriprif  yang non
statistik, yaitu “menganalisa bahan untuk memperoleh gambaran singkat yang
didasarkan pada angka-angka bilangan statistik, melainkan anahsis yang diup
dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum mayarakat vang berkaitan
dengan masalah yang dibahas” (Soemitro, 1998:168).
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IL FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Masalah pertama yang dihadapi administrasi perpajakan adalah berkenaan
dengan usaha-usaha untuk memasukkan semua subyek dan cbyek pajak ke dalam
proses perpajakan. Masalah yang berkaitan dengan administrasi perpajakan tidak
saja menyangkut masalah-masalah hukum, akan tetapi harus pula mempelajari
berbagai masalah lainnya seperti ilmu ckonomi, terutama yang menyangkut
kebijaksanaan fiskal yang merupakan tambahan pengetahuan yang tidak terhingga
nilainya untuk dapat mengerti sasaran dan dampak dari Undang-undang
perpajakan. Bahkan bukan ilmu ekonomi saja, tetapi juga menvinggung banyak
disiplin ilmu lainnya, seperti akuntansi, pengetahuan komputer, analisa statistik
dan lain-lain, sehingga sulit untuk mengelompokkan administrasi perpajakan
kedalam salah satu kategon akademis yang tradisional,

Administrasi perpajakan itu sendiri yang merupakan tanggung jawab
instansi pajak, disinyalir oleh United Nation Commitie of Fxperts disekitar tahun
1970 sebagai salah satu kelemahan dalam sistem perpajakan di negara-negara
berkembang, walaupun perbaikan dalam administrasi perpajakan tidaklah
merupakan obat yang mujarab terutama di negara-negara berkembang, namun
satu hal yang harus diperhatikan bahwa sangatlah sulit untuk mengadakan
perbaikan di bidang ekonomi tanpa memperhatikan unsur pajak sebagai sumber
penerimaan negara

Administrasi yang berhasil guna akan membuka jalan untuk kebijaksanaan
pemerintah berkenaan dengan sistem perpajakannya, dimana selain guna
meningkatkan pendapatan negara, juga untuk mendorong tindakan-tindakan
tertentu seperti menabung, investasi di daerah-daerah yang belum berkembang
atau  pengembangan iuran-wran atau sumbangan-sumbangan tertentu serta
mencegah tindak tanduk yang tidak bermanfaat seperti impor barang-barang lux,
judi dan sebagainya sejalan dengan prioritas dan sasaran nasional.

Perbaikan  dalam  administrasi  perpajakan  memperluas  berbagai
kemungkinan si pembuat kebijaksanaan memilih alternatif-alternatif yang tersedia

8
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dan apabila pemilihan kebijaksanaan telah dilakukan dengan kebijaksana.
Administrasi perpajakan itu sendiri pun menciptakan kemungkinan ditemukannya
kebijaksanan perpajakan yang realistis, vaitu dengan adanya kebebasan memilih
beberapa formulasi kebijaksanan perpajakan. Di negam admimstrasi dan
kepatuhan membayar pajak sedemikian belum sempurnanva, sehingga hanya satu
atau dua cara. bahkan cara vang bersahaja saja dan sistem perpajakan yang dapat
diprakickkan, tidak akan ditemuw kebijaksanaan vang realistis, melamnkan hanya
merupakan pilihan yang sempit vang ditentukan oleh pembuat kebijaksanaan.
Semua sistem perpajakan bertujuan untuk memngkatkan penerimaan
negara. Dalam situasi dimana keperluan peningkatan penenmaan  dapat
dilaksanakan oleh salah satu dari sejumlah alternatif-alternatif sistem perpajakan,
di samping itu administrasi dan tngkat Kepatuhan membayar pajak cukup tinggi,
maka tidaklah merupakan persoalan apakah akan diterapkan suatu sistem dimana
penerimaan terdin dari 30% pajak penjualan dan 70% pajak penghasilan atau
suatu sistem dimana 70% pajak penjualan dan 30% pajak penghasilan, karena
berdasarkan hipotesa kedua sistem tersebut akan meningkatkan penerimaan yang
diperlukan. Suatu negara yang memiliki administrasi yang sangat baik dan tingkat
kepatuhan membayar pajak yang cukup tinggi, berada dalam posisi yang dapat
mengadakan pilihan-pilihan vang tidak akan menjurus ke keadaan vang lebih
buruk, akan tetapi lebih cenderung ke keadaan yang lebih baik, danpada suatu
negara yang tidak mempunyai pilihan lain. Secara umum dapat dikatakan, bahwa
semakin luas pilihan yang dapat dilakukan semakin baik pula keadaannya dan
dalam pengertian yang lebih luas pula cenderung untuk mengatakan bahwa
admimstras) perpajakan adalah kunci dan kebijaksanaan perpajakan. _
Pada saat im alat ukur untuk mengetahw tingkatan efektfitas admimstras:
perpajakan adalah dengan melihat tinggn rendahnya tingkat penvelundupan pajak
i negara yang bersangkutan. Makin tinggi tingkat penyelundupan pajak berart
makin berkurangnya efektifitas admimstrasi perpajakan dan selanjutnya dianggap
pula makin berkurangnya tngkat kesadaran membayar pajaknya.  ingkat
penyelundupan pajak di negara berkembang berkisar antara 35% sampa dengan
75%. Apabila tingkat penyelundupan pajaknya tinggi, selain mencerminkan
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perpajakan yang jelek, juga menunjukkan bahwa kebnaksanaan yang dibuat pun
akan merupakan pckenaan yang sin-sia.

Dircktorat Jenderal pajak hingga Desember 2003 telah mengeluarkan
setidaknya 42 489 lembar surat wanb pajak yang tidak melaksanakan kewajban
pembayaran pajak. 3.001 lembar surat sita, pemblokiran rekening kepada 143
wajib pajak dan pencekalan 71 wajib pajak (Maraknya Penyelundupan Pajak di
Indonesia klikpajak.com). Pada tahun 2002, 402 juru sita yang tersebar diseluruh
KPP di Indonesia menerbitkan 342 553 surat teguran kepada wajib pajak, 52.549
surat paksa, 4.207 surat pennah melaksanakan penyitaan dan 105 pengumuman
lelang atau lelang (Dirjen Pajak Akan Menindaklanjun sanks) Pajak, pajak go.ad),

Sebaliknya apabila tingkat penyelundupan pajak menjadi lebih rendah, hal
im  menunjukkan makin efektifnya admimistrasi  perpajakan  atau  semakin
meningkatnya tingkat kesadaran membayar pajak, kondisi m1 memungkinkan
pembuat kebijaksanaan pemerintah merencanakan berbagai tindakan yang lebih

luas dengan segala macam kombinasinya

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian tersebut, maka dasar hukum vang dapat digunakan sebaga
landasan yunichs dalam penulisan skripsi ini adalah:
I Undang-undang R1 Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan kefiga atas
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
Undang-undang Rl Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ientang Ketentuan Umum dan Tata

T

Cara Perpajakan;

3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Sural
Paksa sebagammana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2000,

4 Kceputusan Menten Keuangan No. 542/KMK 042000 tentang Tata Cara
Penpurangan atau Penghapusan Sanksi Admimstrasi dan Pengurangan atau

Pembatalan Ketetapan Pajak.
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2.3 Kerangka Teoritik
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak nasional adalah kegiatan yang berlangsung lerus menerus
dan berkelanjutan vang bertujuan untuk menmgkatkan kesejahteraan rakyat baik
materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu
banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu nsaha untuk mewujudkan kemandinan suatu bangsa atau negara
dalam pembiayaan pembangunan yaiu menggali sumber dana vang berasal dan
dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiaval pembangunan vang
berguna bagi kepantingan bersama.

Pajak adalah juran kepada negara (vang dapat dipaksakan) vang terutang

oleh yang wajb membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tdak

mendapat prestasi-kembal vang langsung dapat ditunjuk dan gunanya
adalah untuk  membiayar  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung
dengan  tujuan  negara  untuk  menyelenpgarakan  pemenntah

(Brotodiharjo, 1991 2)

Undang-undang No. 7 thun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 Undang-undang imi telah beberapa kali
mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No.17
Tabun 2000, Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak ams
penghasilan (laba) vang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan.

Undang-undang Pajak penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak,
serta cara menghitung dan cara melunasi pajak vang terutang. Undang-undang
Pajak Penghasilan juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan
bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Undang-undang Pajuk Penghasilan menganut asas materiil, arinya
penentuan mengenan pajak yang terutang tidak bergamung pada Surat Ketetupan
Pajak.
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Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan,
sedangkan penghasilan sendiri berarti setiap tambahan kemampuan
ekonomis atau dengan nama di dalam bentuk apapun yang diterima atau
diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari laut
Indonesia yang dapat dipakai untuk mengkonsumsi atau uniuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan (Wahyutomo, 1994:27).

2.3.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi.
Atau bisa dengan Kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib
Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi
administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma
perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam
dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi
dan sanksi pidana,

Perbedann sanksi administrasi dengan sanksi pidana menunt Undang-
undang perpajakan adalah -

Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugion kepada negara, khususnya yang berupa
bunga, denda dan kenaikan.
Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau
benteng hukum yang digunakan fiskus nooma perpajakan dipatuhi.
Ketentuan sanksi Administrasi

Menurmt ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam
sanksi administrasi, yaitu berupa bunga, denda dan kenaikan.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan
Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan objek yvang dapat
dikenakan pajak, namun dalam menentukan objek pajak terscbut fiscus harus jeli,

jungan sampai menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak karena suatu objek
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seharusnya tidak dapat dikenakan pajak, justru berubah menjadi objek vang dapat

dikennkan pajak. objek pajak penghasilan adalah penghasilan dan Wapb Pajak.
Dilihat dari mengalirnva tambahan kemampuan eckonomms Wapb Pajak.

penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

I. Penghasilan atas pekerjaan, vaitu pekerjaan atas hubungan kerja dan pekerjaan
bebas, seperti: gaji, honorarium, penghasilan dan prakink dokter, notaris,
akuntan, pengacara dan scbagainya,

b

Penghasilan atas kegiatan usaha, vaitu kegiatan melalw sarana perusahaan,

seperti: keuntungan atau laba dan Perseroan Terbatas, CV, firma dan yayasan,

3. Penghasilan atas modal, baik penghasilan dan modal bergerak, sepert: bunga,
deviden, rovalti, maupun penghasilan diri modal atau harta tak bergerak,
seperti: sewa tanah-tanah;

4. Penghasilan lain-lain, seperti : hadiah, undian dan pembebasan utang,

a. Keuntungan atas penjualan harta, misainya PT S memiliki sebuah mobil
vang digunakan dalam kegiatan usaha dengan milair sisa buku sebesar Rp
40.000.00.00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dipasaran berkisar
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupah), dan mobil itu dijual kepada
salah satu pemegang saham sebesar Rp 50.000.000.00 ( lima puluh juta
ruptah). Nilai jual mobil tersebut tetap dihiung berdasarkan harga pasar
sebesar Rp 60.000.000.00 (enam pulub juta rupah). Selisith sebesar
Rp20.000.000.00 (dua pulub juta ruprah) adalah keuntungan P'T S dan bagi
pemegang saham  vang membeli mobil tersebut selisih scbesar Rp
10.000.000.00 (sepuluh  juta  rupiah)  meropakan  penghasilan
(Bohar,2004.68),

Objek pajak yang bukan merupakan penghasilan yaitu:
1. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekenjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wayjib Pajak atau

pemerintah.

o

Pembayaran oleh pengusaha asuransi kepada ormang pribacdh  sehubungan
dengan asurangi kesehatan, asuranst jiwa, asuransi dwiguna dan asurans

beasiswa,
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Deviden atau bagian laba vang diterima atau diperoleh PT sebagm Wajib
Pajak dalam negeni, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha
Milik Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha yang didinkan dan
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

b. deviden yang berasal dari cadangan laba yang ditahan. dan

¢. bagi PT, Badan l/saha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang
menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan
deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan jumlah modal
vang disetor dan harus mempunvai usaha aknf di luar kepemilikan saham
tersebut,

luran yang diterima atau diperolah dana pensiun yang pendinannya telah

disahkan oleh Menten Keuangan baik yang dibayar oleh pemben kerja

maupun pegawai,

penghasilan dan modal yang ditanam oleh dana pensiun dalam bidang-bidang

tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menten Keuangan,

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dan perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan,

firma dan kongsi,

Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama

lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan,

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha vang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

a  Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan Kegiatan
dalam sektor-sektor usaha vang ditetapkan dengan Keputusan Menten
Keuangan; dan

b, Sahamnya tidak diperdagangkan di  bursa elek di  Indonesia
(Bohan 2004:69)
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2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Subjck pajak penghasilan menurut UU nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah
dengan UU nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 2 ayat(1) disebutkan bahwa yang
menjadi subjek adalah
1. Orang Pribadi;

2. Warisan vang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,

3. Badan. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan uwsaha mawpun vyang tidak
melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perscroan
Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
yayasan dan bentuk badan lainnya.

4. Bentuk Badan Usaha Tetap (BUT), yang dimaksud dengan BUT adalah
bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktul2 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didinkan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan ueaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia berupa
a. tempal kedudukan manajemen,

b. cabang perusahaan,

¢ kantor perwakilan,

d gedung kantor,
pabrik,
bengkel,

g pertambangan dan penggalian sumber alam wilayah kerja pengeboran

o

i |

yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan,

h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan,

i. proyek kontruksi instalasi atau proyek perakitan,

j.  orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas,
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¢. agen atau pegawai dan perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
berkedudukan di Indonesia yang menerima Premi atau menanggung resiko
di Indonesia (Bohan 2004:49)
Subjek pajak terdini atas:
1. Subjek pajak dalam negen, terdin atas -
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal d Indonesia;
b. Badan vang didirikan dan berkedudukan di Indonesia;
¢ Wansan vang belum terbagi sebagar suatu kesatuan yang menggantikan
yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri, terdin atas:
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dan 183 (seratus delapan puluh tiga) han dalam jangka waktu
12 (du belas) bulan dan badan vang tidak didirnkan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menjalankan melalul bentuk usaha tetap di
Indonesia,
b. Orang pribadi yang berada i Indonesia ndak lebih dan 183 (seratus
delapan puluh tiga) han dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan
badan vang tdak berkedudukan di Indonsia yang menenma atau

memperoleh penghasilan dar Indonesia (Bohan 2004:51)

2.3.5 Lembaga Administrasi pajak

Pajak-pajak  hanya akan memadi  realita  apabila ada lembaga
pelaksanaannya. Lembaga pelaksanaan pajak yang lazimnya disebut administras)
pajak, merupakan bagian dan Departemen Keuangan, vang terdin dari Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Susunan Direktorat Pajak im didasarkan pada keputusan Presiden No. 12
tahun 1976, Keputusan Presiden i selanjutnya dyabarkan lebih lanyut dalam
Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 302/MK.01/1976 tanggal 23 Jum 2004
Seluruh Indonesia dibagi dalam kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, ada
type “A” dan ada type “B” Kantor pusat terdin atas dercktorat sebagm benkut:

I Sckretariat Dircktorat Jenderal Pajak
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2. Direktorat Pajak Langsung

3. Dircktorat Pajak tidak langsung

4, Direktorat Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan

S. Direktorat Pengusutan dan Pengendahian Wilayah

6. Direktorat Peraturan Perpajakan

7. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan

a.

b.

]

Tiap direktorat dibagi lagi dalam sekretanat dan sub-direktorat
Direktorat Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. masing-masing
mempunyar tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat
Jenderal Pajak di bidang pembinaan, penetapan, cara pemungutan dan
penyelesaian keberatan pajak, berdasarkan kebijaksanaan vang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak. Direktorat Perencanaan, Penerimaan dan
Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat
Jenderal Pajak di bidang pembinaan, perencanaan, penagihan piutang pajak
dan tata usaha penernimaan pajak berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak:
Direktorat  Pengusutan  dan  Pengendalian  Wilayah  mempunya  tugas
melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang
pembinaan  penyelenggaraan  pengusutan, pengendalian  wilavah dan
pengumpulan serta pemantaatan data perpajakan berdasarkan kebijaksanaan
vang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
Direktorat Pengaturan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pokok Dircktorat Jenderal Pajak di bidang perancangan peraturan
perpajakan dan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain berdasarkan
kebyaksanan vang ditetapkan oleh Dircktur Jenderal Pajak;
Direktorat juran  Pembangunan  Dacrah  mempunyar  tugas  melaksanaan
schagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengelolaan
penerimaan negara vang berasal dan luran Pembangunan Daerah dan Bea
Balik Nama berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktur Jenderal
pajak (Padiangan,2002:29),
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Kantor Wilayah Direkiorat Jenderal Pajak mempunyai tugas membantu
menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah
wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direkiur Jenderal
Pajak. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi
a. Melaksanakan kegiatan tugas Ihrektoral Jenderal Pajak berupa bimbingan,
pembinaan, pengamanan teknis,

Pemantapan kebijaksanaan tekms.
Pengendalian dan penilaian serta memben petunjuk.

g =

o

Pelaksanaan Undang-undang pajak,

¢. Melaksanakan tugas khusus (Padiangan 2002:32)

Kanwil dibagi ke dalam Kanwil Direktorat Jenderal Pajak npe A dan npe

B dan masing-masing dibagi lagi ke dalam Bagian Umum dan bidang-bidang

yang sesum dengan tugas Direktorat dikantor pusat. Kanwial Direktorat Jenderal

Pajak membawahi Kantor Inspeksi Pajak dan Kantor Pajuk Bumi dan Bangunan.

Kantor Inspeksi Pajak terdapat diseluruh Wilayah Republik Indonesia,
semuanya ada 69 Kantor Inspeksi, 91 Kantor Dinas Luar Kls | dan 405 KDL

KLs. [I, Kantor Inspeksi Pajak mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak

negara secara langsung di daerah wewenangnya sesual dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh direktur Jenderal Pajak

Kantor inspekst pajak digolongkan menjadi:

I Seksi tata usaha vang mempunym tugas mengkoordimasikan dan pengendalian
operasional pelayanan  perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, menatausahakan
pendaflaran Wajib  Pmak, Surat Pemberitahuan, dan  penerbitan Surat
Ketetapan Pajak.

2 Seksi pengolahan data dan informasi mempunyar untuk mengkoordinasi
penvajian informasi, penggalian potensi pajak dengan cara mengumpulkan,
mengolah dan memanfaatkan data pajak.

3. Seksi perencanaan yang mempunyal tugas mengkoordinas) piutang pajak dan

tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan pajak, pelaksanaan anpsuran,

penundaan pembayaran wlang pajak dan penghapuan prutang pajak.
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f Seksi penerrmaan dan penagihan yang rﬁumpunyai tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan penatausahaan penenimaan, retritusi, rekonsiliasi, pembayaran
pajak, penyelesaian pembayaran pajak dan perselisihan pajak sena
mempersiapkan  laporan di  bidang penenimaan  dan  keberatan
(Padiangan 2002:32)

Berhubung dengan adanya fax reform dan adanya undang-undang perpajakan
yang baru (UU No. 6, 7 dan 8 tahun 1983), vang sifatnya dan caranya berbeda
dengan yang lama, maka Iireklorat Jenderal Pajak mau udak mau harus
mengalami perbaikan dan perubahan, dengan adanya sistem self assessment,
sudah tentu ada bagian dari Direktorat Jenderal Pajak vang tidak lagi sibuk,
misalnya bagian penetapan.

Dalam era baru, fungsi Direktorat Jenderal Pajak akan diubah, schingga
aparatur lebih dibebani dengan pengendalion administrasi vang meliputi tugas-
tugas pembinaan, penclitian, pengawasan, dan penerapan sanksi, maka uniuk
mendukung  hal 1w akan  disususn empat bang  pokok, vaitu penvuluhan,
pemeriksaan, penyidikan dan  penagihan, komputenisasi  admimsirasi  dan

pengawasan yang mendapat priontas,

2.3.6 Penagihan Pajak

Berdasarkan  Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 temtang tentang
Penagthan pajak dengan surat paksa sebagmimana telah dyrubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 bahwa Penagihan Pajak merupakan serangkaian
tindakan agar pecnanggung pajak melunasi utang pajak dan biava penagihan pajak
dengan  memberntahukan  surat  paksa, lelang, melaksanakan penyitaan,
mengusulkan pencegahan dan melaksanakan penyanderaan

a. Surat Paksa
Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biava penagihan
pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(Mardiasmo,2003:47),
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Jika Wajib Pajak tidak membayar pajaknya, walaupun kepadanya sudah
dikirimkan surat teguran, maka akan dikeluarkan langsung Surat Paksa olch
Diorektorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak. Wewenang untuk langsung
mengeluarkan Surat Paksa tanpa melalui prosedur dimuka pengadilan, discbut
parate exsekutie (eksekusi langsung).

Surat Paksa dalam hukum pajak adalah sustu ketetapan tertulis dari pejabat
pajak tertentu yang berwenmang vang mempunyai filel exsecutorial aninya
berkepala *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ®, sehingga
mempunyai kekualan yang sama scperti putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum yang pasti “inkracht van gewijsd” artinyva tidak dapat ditemang
lagi dengan jalan hukum apapun tidak dapal disjukan banding atau Kasasi yang
mengandung perintah kepada Wajib Pajuk yang namanya tertulis dalam Surat
Piksa itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam Surat Paksa o
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa itu dengan ancaman sita
apabila pembayaran itu tidak dilakukan.

Penagihan pajak dengan alat paksa ini distur dalam Undang-undang No. 19
tahun 1959, Surat Paksa harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan diberitahukan secara resmi oleh Juru Sita.
Pemberitahuan secara resmi dilakukan oleh Juru Sita di iempat tinggal Wajib
Pajak atau di kantomya.

Apabila pada waktu diberitahukan Wajib Pajak tidak ada di rumah atan di
kantor, maka Surat Paksa dapat diserahkan kepada salah seorang penghuni rumah
atau salah seorang pengawasnyn di kantor, kalau ternyata Wajib Pajak sudah
pindah sedangkan alamatnya tidak diketahui, maka Surat Paksa dapat ditempatkan
di gerbang umum Kantor Pelayanan Pajak yang mudah dilihat oleh setiap orang.
Surat Paksa tidak dikirimkan melalui pos walaupun dengan tercatal melainkan
disampaikan sendiri oleh Juru Sita,

Surat paksa sekurang-kurangnya (pasal 7) meliputi :

1. nama wajib pajak olau nama Wajib Pajak dan penanggung Pajak;
2. dasar penagihan;
3. besarmya utang pajak;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

4. perintah untuk membavar.

Surat paksa diterbitkan (pasal 8) apahila

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat
Teguran atau surat perintah atau surat lam yang sejenis;

2. 'Terhadap penangeung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, atau

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercanlum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak (pasal

9) kepada :

I. Penanggung Pajak;

2. Orang dewasa vang bertempat tinggal bersama ataupun bekena ditempat
usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak vang bersangkutan tidak
dapat dijumpan;

3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau vang mengutus harta
pemnggalan apabifa Wajib Pajak telah meninggal duma dan harta warnisan
belum dibagi;

4. Para ahli wans apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan
telah dibagn;

Sural paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita pajak (pasal 10 ayat 4)
kepada

Tod

Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik
modal,
Pegawan tetap di tempat kedudukan atauw tempat usaha badan, apabila Jurusita
Pajak tidak dapat menjumpar salah seorang sebagaimana dimaksud dalam
angka 1
Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada

Kurator, Hakim Pengawas dan Balai Harta Pemnggalan, sedangkan dalam hal
Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likwdasi Surat Paksa diberitahukan
kepada orang atau badan yang dibebani untuk menentukan pemberesan atau

ltkuidator.
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b. Lelang

Lelang adalah setiap penmjualan barang di muka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalm usaha pengumpulan
peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak
tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan Pejabat berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang tlerhadap barang yang disita melalm Kantor Lelang
(Mardiasmo,2003:47).

Penjualan secara lelang terhadap barang vang disita dilaksanakan paling
singkat 14 (empat belas) han setelah pengumuman lelang melalut media massa.
Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) han setclah
penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan | (satu) kali dan
untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pengumuman lelang terhadap
barang dengan mlar paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta ruptah) tdak
harus diumumkan melalu media massa.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan
pajak vang belum dibayar dan sisanya untuk membavar utang pajak. Dalam hal
penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) darn
pokok lelang, dan sccara tidak lelang biava biava penagihan pajak ditambah %
(satu persen) dan hasil penjualan Besarnya biaya penagihan pajak adalah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap pembernitahuan surat pajak
dan Rp 100.000.00 (seratus nibu rupiah) untuk sebap pelaksanaan Surat Penntah
Melaksanakan Penyitaan

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yvang cukup untuk melunasi
binya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh
pejabat walaupun barang vang akan dilelang masth ada Sisa barang beserta
kelebihan vang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak
segera setelah pelaksanaan lelang.
¢. Penyitaan

Penyitaan  adalah  tndakan Jurusita pajak untuk menguasai  barang
penanggung pajak menorut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak
tidak dilunasi Penanggung pajak dalam jangka wakto 2 (dua) kal 24 (dua empat)
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jam setelah surat paksa dibentahukan. Pejabat menerbitkan Surat Penntah

Melaksanakan Pemyitan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita pajak disaksikan oleh

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang vang telah dewasa. penduduk Indonesia,

dikenal oleh Jurusita Pajak. dan dapat dipercava Setiap melaksanakan penvitaan,

Jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita vang ditandatangam oleh

Jurusita pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi .(Mardiasmo,2005:47)

Barang -barang yang disita tidak diangkut oleh juru sita, melainkan diberi
tanda dan diberntahukan kepada Wajib Pajak dan dibuar daftar laporan penyitaan.
Barang-barang vang disita tidak boleh dipindahkan ke tempat lain oleh Wajib
Pajak atau diperjual belikan Penentuan barang vang mana vang akan disita lebih
dahulu menjadi wewenang dan didasarkan pertimbangan juru sita.

Barang yang disita (Pasal 14 ayat 1) dapat berupa:

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, vang tunai, deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening koran, giro, atau surat berharga lainnya, prutang, dan
penyertaan modal pada perusahan lain, dan atau;

b. Barang ndak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan 151 kotor
tertentu.

Barang bergeruk yang dikecunlikan dan penyitan (Pasal 15 avat 1) adalah:

. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannva yang digunakan oleh
penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannyva.

2. Persediaan makapan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta
peralatan memasak yang berada dirumah.

3. Perlengkapan Penanggung Pajak vang bersifat dinas vang diperolch dan
negar.

4. Buku-buku yanp bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak
dan alat-alat yvang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan kellmuan

5. Peralatan dalam Keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan
pekerjan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dan Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Besarnya milai peralatan ditetapkan
dengan Keputusan Menten Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah
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6. Peralatan penyandang cacal vang digunakan oleh Penanggung Pajak dan
keluarga yang menjadi langgungannya.

Penyitaan tidak dapat dilakaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh
Pengadilan Negen atau instansi lain vang berwenang. Terhadap barang vang telah
disita tersebul Jurusita Pajak menvampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan
Negen atau instansi lain yang berwenang Pengadilan Negen dalam sidang
berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak,
sedangkan 1instansi lain vang berwenang setelah mepenma Surat Paksa
menjadikan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan
Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan
barang tersebul berdasarkan ketentuan hak mendahulu negara untuk tagihan pajak.

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya,
kecuali terhadap (pasal 19 ayal 6) :

I. Biava perkara vang semata-mata disebabkan svatu penghukuman untuk
melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak,

2. Biava-biaya vang telah dikeluarkan untuk menvelamatkan barang tersebut;

3. Biava perkara vang semata-mata discbabkan pelelangan dan penyelesaian
suatu warisan.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan {pasal 21) apabila :

1. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak
dan utang pajak, atau

2. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya
penagihan pajak dan utang pajak.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak atau berdasarkan
putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain

dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

d. Pencegahan dan penyanderaan
Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung
Pajak tertentu untuk keluar dan wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan
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hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang
pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan
diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak Pencegahan dapat dilakukan
berdasarkan keputusan pencegahan vang diterbitkan oleh Menten Keuangan atas
permintaan Pejabat atau atasan pejabat vang bersangkutan Jangka wakitu
pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6
(enam) bulan. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak dan terhentinya
pelaksanaan penagihan pajak (Mardiasmo, 2003:51).

Penyanderaan adalah pengekangan sementara  waktu  kebebasan
Penanggung Pajak dengan menempatkan di tempat tertentu (Mardiasmo 2003:51),
sedangkan sandera adalah alat yang lain vang tidak langsung, artinva bahwa
sandera itu belum pasti mengakibatkan bahwa pajak dibayar, maka oleh sebab itu
sandera merupakan alat paksa yang tidak langsung Sandera sebagai alat paksa
merupakan alat paksa yang akan diterapkan terakhir apabila alat paksa lainnya
tidak dapat memben hasil (Soemitro, 1998:95).

Dalam hal tidak ada harta kekayaan vang dapat disita atau pka harta
kekayaan Wajib Pajak disembunyikan, maka akan dilakukan sandera atau juga
disebut sita badan. Pada sandera Wapb Pajak atas surat perintah Hakim
Pengadilan karena merampas kemerdekaan seseorang vang dianggap bertentangan
dengan hak asasi dimasukkan dalam rumah pemasyarakatan atas biaya yang
menyandera, yaitu Direktorat Jenderal Pajak

Penvanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang
mempunyal jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000 000,00 (seratus
juta rupiah) dan diragukan itikad baiknmya dalam melunasi utang pajak.
Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Penntah Penyanderaan
yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat 1zin tertulis dan Menten
Kevangan atau Gubernur. Masa penvanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan
dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan Penyanderaan udak boleh
dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang

mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Permilihan Umum.
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Penanggung Pajak vang disandera dilepas ( pasal 34) apabila :
1. Utang pajak dan biava penagihan pajak telah dibavar;

[=d

Jangka wakiu vang diterapkan dalam Sural Perintah Penyanderaan itu telah

terpenuhi;

Lid

Berdasarkan putusan pengadilan vang telah mempunvai kekuatan hukum
tetap:
4. Berdasarkan pertimbangan tertentu atas Menten Kevangan atau Gubernur.
Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap
pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri, dalam hal mi
gugatan Penanpggung Pajak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik
dan ganli rugl atas masa penvanderaan vang telah dijalaninya sebesar Rp
100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari. Perubahan besarmya ganti rugi
ditetapkan olch Menten Keuangan, Penanggung pajak tidak dapat mengajukan
gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhur,
Penyanderaan terhadap Pengangung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang
pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
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11 PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sanksi Administrasi dalam Bidang Perpajakan

Berdasarkan undang-undang R1 Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa penerapan sanksi administrasi dalam

bidang perpajakan ada 3 macam, yvaitu :

d,

Sanksi administrasi berupa bunga

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendin surat pembentahuan dengan
permnyataan tertulis sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum memulai
melakukan tindakan pemeriksaan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi
lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi admimstrasi berupa bunga
scbesar 2% (dua persen) scbulan atas jumlah yang harus dibayar, dihitung
mulai saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal
pembavaran karena pembetulan surat pemberitahuan 1tu.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk selama-lamuanya dua puluh empat bulan dihitung mulai saat
terhutangnya pajak atau berakhimya masa pajak, bagian tahun pajak atau
tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Apabila atas pajak vang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak
dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar itu
dikenakan bunga 2% (dua persen) untuk seluruh masa vang dihitung dan jatuh
tempo sampai dengan han pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh
satu bulan.

Dalam hal wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran
pajak juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat
Pemberitahuan dan lernyata perhilungan sementara pajak yang terutang yang
dibentahukan pada saat penundaan kurang dari jumlah pajak yvang sebenamya
terhutang, maka atas pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan yang dihitung dan saat berakhirnya kewajiban

27
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h.

menyampaikan Sural Pemberitahuan ialah waktu mengajukan penundaan
tersebut tadi sampai dengan hari dibayamya kekurangan pembayaran tersebut

(Zain dan Kuostandi Arinta, 1990:256),

Sanksi berupa denda administrasi

Apabila surat pemberitahuan tidak disampatkan atan disampaikan tidak sesuai
dengan batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda
administrasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),

Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan. tetapi sepanjang belum
dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang
dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak
terscbut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wapb Pajak dengan
kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya lersebut
dengan disertar pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang
sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar 2 (dua) kali jumlah
pajak yang kurang dibayar.

Pengusaha Kena Pajak vang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak Wajib Setor Pajak vang terutang dengan
sanksi berupa denda admunistrasi sebesar 2% (dua persen) dan Dasar
Pengenaan Pajak.

Pengusaha Kena Pajak vang tidak membuat atau tdak mengisi selengkapnyva
Faktur Pajak menurut ketentuan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984, dikenakan sanksi berupa denda administrasi schesar 2% (dua
persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Orang atau badan vang tidak dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak
dilarang membuat Faktur Pajak. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka
orang atau badan dimaksud harus menyetor jumlah pajak yang tercantum
dalam Faktur Pajak kepada Kas Negara dan dikenakan sanksi berupa denda
administrasi sebesar 2% (dua persen) dari dasar Pengenaan Pajak (Zain dan
Kustandi Arinta, 1990:238),
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3. Sanksi berupa Kenaikan
a. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak ditambahkan dengan sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar :

4.50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan vang kurang atau ndak
dibayar dalam satu Tahun Pajak.

b.100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang (idak atau kurang
dipotong, tidak atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong
atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.

¢ 100% (seratus persen) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak

Tambahan, ditambah dengan sanksi admimstrasi berupa kenaikan sebesar

100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terscbut Kenaikan

dimaksud tidak dikenakan, apabila Surat Ketetapan Pajak Tambahan i1tu

diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh Wajib Pajak mtas kehendak
sendiri sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulm melakukan tindakan

pemertksaan (Zain dan Kustandi Arinta, 1990:239),

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 542/KMK 042000 tentang

tata cara Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan

atau Pembatalan Ketetapan Pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai

kewenangan untuk dapat |

.

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi admimstras) berupa bunga, denda
dan kenaikan vyang terutang menurut  ketentuan  perundang-undangan
perpajakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau ketidaktelitian aparat pajak.
Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak vang tdak benar atas
landasan unsur keadilan. Sebagm contoh Wajib Pajak yang mengajukan
keberatannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal, walaupun
syarat matenial terpenuhi (Zain dan Kustandi Arinta, 1990:2369),
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3.2 Hambatan-hambatan Wajib Pajak Tidak Menaati Kewajiban Membayar
Pajak
Dalam upaya agar Wajib Pajak menaati kewajiban membayar pajak masth

banvak kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat pajak terutama di Kantor

Pelavanan Pajak Kabupaten Jember. Salah satu hambatan utama untuk

tercapainya admimistrasi yang berdaya guna dalam sistem perpajakan, yaitu ©

| Keanekaragaman undang-undang pajak vang tidak efektif lagi yang masih ada
pada setiap pemerintahan. Kadang-kadang hal ini benumlah ratusan dan
menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan dan bahkan merupakan undang-
undang yang tidak produktif untuk tujuan penerimaan pajak.

2. Masih banyaknya Wajib Pajak vang memanipulasi pajak dan menghindan
pengenaan pajak karena kurangnya kesadaran dan pengelahuan mengenal
pajak penghasilan

3. Masih banyaknya masyarakat sebagai Wajib Pajak vang kurang mengetahui
dan masih kesulitan dalam proses pemotongan (cara perhitungan yang benar),
pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan

4. Kurangnya perhatian Wajib Pajuk bila aparat mengadakan penyuluhan vang
diluksanakan baik di Kantor Pelayanan Pajak ataupun ditempat-tempat lain
vang telah ditentukan,

5, Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak pemotong terhadap jumlah potongan
pajak (penghasilan yang diterima sehenarnya) sulit untuk dilakukan, selain itu
Kantor Pelayanan Pajak hanya dapat melakukan pengawasan terhadap
pembayaran atau penvetoran pelaporan pajaknya saja, vaitu apakah Wapb
Pajak sudah menyetor dan melaporkan atau terlambat maupun tidak
melaksanakan, sedangkan untuk jumlah pajak vang disetor tersebut sudah
sesual dengan ketentuan perpajakan atau belum dapat dilakukan karena dalam
pelaporannya tidak menyertakan perhitungannya, hanya pajak terutang saja.

6. Rendahnya kuvalitas pencairan tunggakan
Semakin meningkatnya jumlah tunggakan pajak, maka perlu pula peningkatan
penagihan, tetapi tungpakan yang cair relatf masth rendah karena tindakan
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penagihan tidak ditindak lanjuti sampai tuntas (Erni, Staf Kanlor Pelayanan
Pajak Cabang Jember).
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi -
1. Perlawanan pasif
Masvarakat engean (pasif) membayar pajak vang disebabkan antara lain -
a perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
b. sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat;
¢. sistem kontrol tidak dapat dilakukan atan dilaksanakan dengan baik.

13

Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang sccara langsung

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak terdapat dua

macam bentuk antara lain :

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar
undang-undang,

b. lax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

undang-undang atau menggelapkan pajak (Mardiasmo 2003:8)

Menghitung pajak sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO)

Dalam tata cara pemungutan pajak yang lama tidak terlalu berhasil, maka
timbul suatu gagasan untuk mengubah cara pemunguian yang lama itu dengan
cara self assessment, Cara pemungutan yang lama itu berasal dan zaman Hindia
belanda dan masth berlaku di Belanda sendin. Sistem self assessment dilakukan
antara lain di Amerika Senkat dan Jepang,

Dalam tata cara self assessment kegiatan pemungutan pajak dilctakkan kepada
aktivitas dari masyarakat sendin vang memberi kewajiban kepada Wajib Pajak
untuk menghitung sendiri besarmya pendapatan atau kekayaan atau laba dan
menghitung sendin besarnya pajak pendapatan atau kekayaan atau perseroan yang
terutang dan menyetorkannya ke kas negara.

Tata cara ini dapat berhasil dengan baik apabila masyarakal pembayar pajak
sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak vang tinggi (rax conscousnees).

Menyadari nken kurang tebalnya disiplin perpajakan dan masvarakat, maka
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pelaksanaan tata cara menghitung pajak sendin (MPS) di Indonesia tidak
sepenuhnya diserahkan kepada Wajib Pajak, penghitungan besamya pendapatan
atau laba itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan cara menctapkan
dasar pungutan dan menetapkan tanifnya sebagai langkah permulaan untuk
menuju kearah pelaksanaan self assessment yang murni.

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan
self assessment memberikan konsckuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika
Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban yang dipikulnva kepadanya, maka sanksi
vang dijatuhkan akan lebih berat danipada biasanya. Sebagai contoh bahwa wajib
pajak yang tidak memasukkan SPT tahunan pajak penghasilan 1984 (yang sudah
menerapkan sistem self assessment) akan dikenakan sanksi lebih berat daripada
tidak memasukkan SPT tahunan pajak pendapatan 1944

Self assessment  yang murni adalah berarti menghitung dan menyetorkan
pajak sendiri, inilah yang menjadi dasar dari MPS seperti sekarang. Adapun yang
dinamakan cara pemungutan semi self assessment (SSA)pada dasarmya adalah
pembayaran oleh Wajib Pajak sendin tetapi dihitung dan disetorkan ke kas negara
oleh orang lain, karena ity di sebut semi self assessment dan im merupakan dasar
untuk MPO.

3.3 Cara Mengatasi Atau Alternatif Solusi Agar Wajib Pajak  Segera
Melunasi Kewajiban Membayar Pajak
Guna mengamankan dan memngkatkan penerimaan pajak vang disertar oleh

kendala-kendala yang ada , maka aparat pajak di Kantor Pelavanan Pajak Jember

melakukan beberapa usaha sebagan berikut

a.  Undang-undang pajak hendaknya cukup jelas dan sederhana untuk kemudahan
dalam pengadministrasiannya dan dapat dipahami pula dengan mudah oleh
scbagian besar Wajib Pajak. Jelas dan sederhana akan menyulitkan si
pembayar pajak untuk melakukan penyelundupan pajak;

b. Mengadakan pendataan terhadap Wajib Pajak yang kurang dan tidak aktif
Setelah it dilakukan penyuluhan kepada Wanb Pajak dengan mendatangi
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tempal usaha atau rumah mercka. Kegiatan psendataan dan penyuluhan

tersebut dilakukan sewaktu-waktu bila hal tersebut diperlukan.
¢. Membuka sarana konsultasi pajak bagi Wajib Pajak dan masyarakat mengenai

hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan, baitk mengenai proses
pemotongan, pembavaran, maupun pelaporan pajak secara keseluruhan,
konsultasi vang diberikan bisa melalw jasa telekomumikasi, jasa pos dan giro
ataupun datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak.

Mengadakan penyuluhan pajak. dalam hal mm peran fiscus adalah

memasvarakatkan perpajakan vaitu membenan bimbingan pengetahuan

perpajakan kepada masvarakat Dengan demikian, Wayib Pajak akan tahu
bagaimana menjadi Wajib Pajak vang baik, bapaimana mengisi SPT,
bagaimana dan kapan membayar pajak dan sebagainya. Selain rtu penyuluhan
kepada Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran masa dapat pula
dilakukan dengan memperjelas masalah maten Undang-undang perpajakan
khususnya vang menyangkut pajak penghasilan. Wajib Pajak harus diberitahu
tentang sanksi-sanksi vang harus ditenma oleh Wajib Pajak apabila mercka
melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajibanmya (Ermi, Staf

Kantor Pelayanan Pajak Cabang Jember).

Dalam mengatasi masalah mengenai Wapb Pajak yang tidak segera membayar
pajak diperlukan suatu pengawasan dimana fungsi pengawasan pada dasamya
untuk mencan ketertiban baik dalam pembayaran maupun dalam administrasinya.
Pengawasan ini ndak semata-mata untuk mencari kesalahan vang dilakukan
Wajib Pajak akan tetapr dengan pengawasan akan diketahwi penyimpangan serta
perbedaan yang tenjadi. .

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pembinaan Wanb Pajak dan
terhadap Wapnb Pajak vang tidak melaksanakan kewapbannya dikenakan sanksi
admimistrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal im dilakukan sebagai
upaya mencegah kesalahan yang berulang-ulang dan akan memben dampak vang
positif schingga udak melakukan kesalahan yang sama.
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Pelayanan prima perpajakan

Dalam upava agar Wajib Pajak segera membayar pajak juga diperlukan suatu
pelayanan prima perpajakan yang baik yang dapat memberikan kepuasan secara
optimal dan terus menerus bagi pelangegan yang menjadi keinginan dan harapan
para pelanggan Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan
optimal bagi pelanggan merupakan suatu tantangan dan peluang bagi birokrasi
pemberi jasa.

Pelayanan pelanggan adalah upava suatu proses yang secara sadar dan
terencana yang dilakukan oleh organisasi (birokrasi) yang ingin agar produk dan
jasanva tetap dapat menang bersaing melalui pemberian atau penyajian pelayanan
kepada pelanggan vang mampu memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan
dan dilakukannva sebagian intergral dari proses menentukan visi, misi, dan
srtategi serta sistem yang diterapkan dalam orgamisasi. Orgamsasi yang berhasil
menjaga agar pelanggannya selalu puas tak terkalahkan. Para pelanggannya lebih
setia, lebth sering membeli atau menggunakan jasa. Mereka rela membayar lebih
banyak, bahkan mereka tetap menjadi pelanggan bila orgamisasi atau birokrasi
sedang mengalami kesulitan, sehingpa ada waktu bagy organisasi untuk
menyesuaikan din pada perubahan,

Pelayanan pelanggan vang baik adalah pelayanan vang dapat membenkan
kepuasan secara optimal dan terus-mencrus bagi pelanggan yang mencakup
kesembilan aspek vang disebut di bawah 1m yang menjadi keinginan dan harapan
para pelanggan serta pada dinnya melekat seperti raja dan tidak pernah salah
Keinginan dan harapan pelanggan adalah:

. bebas membuat keputusan,

. memperoleh hasil sesuan keinginan,
. mempertahankan harga din,

. diperlakukan secara adil;

diberitahu segala sesuatu yang terjadi;

2

3

4

5. diternima dan disambut secara baik;

6

7. merasa aman dan dilindungi haknya;
8

. didudukkan sebagai orang penting;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

35

9. menuntut keadilan (Boediono 2003:75),

Pelayanan dikatakan bermutu atau prnma apabila berhasil memuaskan
pelanggan yang dilakukan secara terus-menerus. oleh karena i1tu bagaimana
menciptakan mutu pelayanan, berarmi pula bagaimana menciptakan memuaskan
pelanggan. Dalam menciptakan mutu pelayanan dengan standart pelavanan vang
dapat memuaskan pelanggan, diperlukan persepsi yang sama antara pelanggan
dengan vang memberikan pelavanan Tanpa adanva persepsi vang sama, tidak
mungkin terjadi kepuasan pelanggan

Visi pimpinan fiskus vang sudah disosialisasikan , misalnva memimpikan
terciptanya kenyamanan dan pemungutan pajak, dimana Wajib Pajak merasa
aman dan dilindungi haknya, diperlukan secara jujur dan diberi tahu apa yang
telah terjadi dan dilain pihak fiskus ndak perlu mengejar Wanb Pajak, karena
Wajib  Pajak  telah memenuhi  kewajibannya, termasuk  kewajiban
menyelenggarakan pembukuan secara baik, maka mimpi tersebut dapat disusun
visinya, “menjadikan nyaman dalam admimistras) perpajakon”™.

Dan kondisi vang serba saling cunga antara Nskus dengan Wajib Pajak
menuju masa datang vang nvaman dalam adminstrasi pemungutan pajak, maka
untuk menjawab pertanyaan itu disusun Misi, misalnya menuju pemungutan pajak
yang adil dengan meperapkan undang-undang sebagaimana mestinya, sebab
dengan adil, baik secara horisontal maupun vertikal dan menerapkan undang-
undang scbagmmana mestinya, maka akan dapat diciplakan pemungutan pajak
vang nyaman sebagaimana ditetapkan sebagai misi di atas

Dengan menggunakan pendekatan, misalnya undang-undangnya harus jelas,
baik kejelasan peran dan kejelasan arah, maka strategi yang dipilih adalah strateg
inti, di samping pemberdayaan organisasi, pemberdayaan pegawai, dan
pemberdayaan masyarakat dalam strategi kendali.

Upaya mewujudkan Visi sebagaimana didefinisikan di atas salah satu
diantaranya  menggunakan  strategi  pelanggan  dengan  pendekatan  pilihan
pelanggan, kepastian mutu pelanggan, dan pilihan bersaing Disinilah produksi
pelayanan prima diperlukan dengan sasaran kepuasan Wapb Pajak, yaitu:

a. kebutuhannya dipahami,
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b. kebutuhan vang dhanggap penting:
¢. kebutuhannva untuk disambut kedatangannya:
d. kebutuhan akan pelayanan rasa aman (Boediono,2003:50).

Dalam hubungan dengan keimnginan pelanggan tersebut dikatakan terjadi
pelayanan kepuasan pelanggan manakala terjadi pemenuhan kebutuhan dengan
kemnginan pelanggan, oleh karena itu yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan
adalah efekufitas dari sistem organisasi yang keberhasilannya dalam memenuhi
kebutuhan pelanggan.

Mutu dan pelayanan pelanggan merupakan hal vang terpenting bagi setiap
orang dalam perusahaan atau organisasi yang berorientasi pelanggan Manajemen
mutu atau kualitas sesungguhnya adalah suvatu langkah untuk mengurungi
kesalahan atau mencegah timbulnya kesalahan, sehingga penghematan dapat
dilakukan dalam banyak hal. Mencegah penyelundupan pajak oleh Wapb Pajak
menguntungkan Wapb Pajak dan negara dibandingkan menunggu Wapb Pajak
berbuat kesalaban kemudian ditangkap.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1)

2)

Kesimpulan vang dapat diambil dari uraian bab-bab terdahulu adalah :
Mengenai sanksi tidak membayar pajak atau terlambat membayar pajak atau
tidak menyetor pajak atau terlambat menyetor pajak Kalau Wajib Pajak ndak
membayar pajak, maka Direktoral Jenderal pajak Kantor Pelayanan Pajak
setempat akan menerapkan alat-alat paksa dan pembayaran vang terlambat
selalu dikenakan bunga sebanvak 2% untuk satu bulan terlambat membayar
dihitung saat terutangnya pajak sampai pembavaran Tidak melakukan
pemotongan atau kurang melakukan pemotongan akan dijatuhi sanksi sebesar
100% dann PPh yang tidak dipotong atan kurang dipotong berdasarkan
ketentuan pasal 13 ayat 3 huruf b.

Pemberian kepercayaan sepenubnya kepada Wapb Pajak untuk melakukan self
assessment membenikan konsckuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika
Wajib Pajak tidak memenuhi kewapiban vang dipikulnya kepadanya, maka
sanks1 vang dijatukkan akan lebih berat danpada biasanyasebagai contoh
bahwa wajib pajak yang tidak memasukkan SPT ahunan pajak penghasilan
1984 (yang sudah menerapkan sistem seff assessmenr) akan dikenakan sanks
lebih berat daripada tidak memasukkan SPT tahunan pajak pendapatan 1944
Manajemen mutu atau kualitas sesungguhnya adalah suatu langkah untuk
mengurangi  kesalahan atau mencegah tmbulnya kesalahan, schingga
penghematan dapat dilakukan dalam banyak hal. Mencegah penvelundupan
pajak olch Wajib Pajak menguntungkan Wajib Pajak dan negara dibandingkan
menunggu Wajib Pajak berbuat kesalahan kemudian ditangkap.
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4.2 Saran

1,

b

Perlu diberikannva peningkatan penyuluhan tentang perpajakan kepada Wanb
Pajak sedini mungkin sehingga Wajib Pajak paham akan kewajiban yang pada
akhimya tidak akan melakukan penunggakan dalam membayar pajak.

Wajib Pajak seharusnya lebih patut dan tepat waktu dalam menyelesaikan
kewajiban pajaknya mengingat pentingnyapajak sebagai sumber utama
Negara.

Dengan tarif vang rendah dan meluas, baik untuk pajak penghasilan maupun
pajak pertambahan nilai serta pajak-pajak lainnya, diharapkan Wajib Pajak
akan membentahukan penghasilan serta peredaran usahanya yang wajar dan
lavak. Kecenderungan untuk menyclundupkan pajak lebih banyak terdapat
pula tarif yang tinggi karena lebih menguntungkan.
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